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                                    BAB VI 

                                                          PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

penatausahaan aset tetap pada pemerintah daerah Kota Kupang dapat 

disimpulkan bahwa: Penatausahaan Aset Tetap pada pemerintah Daerah Kota 

Kupang yang mana terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 

tidak berjalan dengan baik.  

1. Pada aspek pembukuan dapat disimpulkan bahwa pada proses pembukuan 

belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih minimnya pemahaman 

sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pengurus barang pada perangkat 

daerah mengenai proses penatausahaan terkait dengan pembukuan yang sesuai 

dengan ketentuan udang-undang yang berlaku. Pembukuan yang belum 

berjalan dengan baik seperti ada beberapa aset terutama aset perolehan lama 

tidak dicatat sebesar nilai perolehannya oleh bendahara barang  atau aset. 

Dalam hal ini aset tercatat hanya sebesar harga beli barang dan tidak 

mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang 

hingga barang tersebut siap untuk digunakan sehingga belum mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari segi pengakuan, pengukuran, 

penilaian, dan pengungkapan 

2. Pada aspek Inventarisasi dapat disimpulkan bahwa proses inventarisasi belum 

berjalan dengan baik dikarenakan data beberapa jenis aset tidak dilengkapi 
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dengan dokumen pendukung (Kontrak, PHO, BAST) masing-masing aset 

tersebut terutama aset perolehan lama. 

3. Pada apek Pelaporan dapat disimpulkan bahwa proses pembukuan tidak 

berjalan dengan baik dikarenakan Kesalahan pada dua aspek sebelumnya  oleh 

sebab itu sangat berpengaruh terhadap pelaporannya dalam laporan keuangan.  

Permasalahan ini dapat terlihat jelas dari adanya kesalahan dalam 

penggolongan rincian barang yang tidak sesuai dengan pengelompokan aset 

/barang sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan dengan baik 

adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, dasar hukum yang belum 

dipatuhi dan diterapkan dengan baik oleh pengurus barang, status kepemilikan 

aset yang belum jelas dan tidak didukung dengan dokumen pendukung sehingga 

menyebabkan penatausahaan Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak berjalan 

dengan baik . 

1. Upaya atau strategi yang dilakukan oleh Badan keungan daerah selaku 

pengelola aset bidang pemerintah Kota kupang guna mencapai penatausahaan 

aset yang baik, seperti melakukan pelatihan dalam hal ini pemberian BIMTEK 

(Bimbingan Teknis) dan  melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi  untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang pentingnya proses 

penatausahaan aset tetap, memperbaiki sistem administrasi  untuk penilaian 

Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan motivasi atau semangat kerja 

bagi para pegawai. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran kepada Pemerintah Kota Kupang, dimana pada Analisis 

Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada badan Keuangan daerah Kota 

Kupang bahwa pelaksanaan kegiatan penatausahaan terdiri dari 3 (tiga) aspek 

yaitu pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.  

Dari ketiga aspek tersebut perlu diperhatikan kembali proses penatausahaan 

aset yang baik dan benar seperti  

1. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masing-masing 

pengurus barang disetiap SKPD dan pegawai pada bidang akuntansi 

dan aset yang belum paham betul dengan menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian dalam hal pelaksanaan 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.  

2. Memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus barang agar 

yang belum memahami betul aturan-aturan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar dapat melakukan proses penatausahaan dengan tertib, 

seperti melakukan koordianasi yang lebih baik lagi dengan semua 

SKPD Selaku pengguna/pihak yang bertanggung jawab, memberikan 

motivasi dan semangat kerja bagi pegawai.  

3. Menata kembali aset/barang yang masih menumpuk dan ada baiknya 

jika tersedia gudang untuk penyimpanan barang sehingga tidak terjadi 

penumpuka barang di kantor bidang akuntansi dan aset pada Badan 

Keuangan Daerah. 
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4. Masalah dokumen pendukung untuk barang/aset perolehan lama yang 

hilang terjadi karena pengurus barang lama kurang memberikan 

informasi yang jelas untuk pengurus barang yang baru, seperti 

kurangnya komunikasi yang baik antara pengurus barang yang lama 

dan pengurus yang baru sehingga pengurus barang baru kurang 

mendapatkan informasi dan data yang lengkap seluruh aset/barang 

terutama untuk aset perolehan lama. Oleh sebab itu yang perlu 

dilakukan ialah harus  memperbaiki sistem pengendalian intern dan 

tertib administrasi, guna melakukan pengontrolan barang baik melalui 

dokumen maupun fisik yang sebenarnya. 

Selain itu para pengurus barang juga harus melakukan tugas dan fungsi 

pokok sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap penggunaan aset, perlu melakukan evaluasi kembali atas hasil 

pemeriksaan atau temuan dari Badan Pemeriska Keuangan (BPK) serta, 

menindaklanjuti dengan secepat mungkin agar kedepannya fungsi manajemen 

aset dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat 

berpengaruh baik pada opini BPK. 
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